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ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11 A PADANG
SEBAGAT SARANA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN

(Sandra Chetharing, 02140172, Fakulias Hukum Unand, 74 halsman. 207N

Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  institusi  pemasyarakatan  dalam
melaksanakan  pembinazn terhadap warga binaanoya, Lembaga Pemasvarakatan
dipandang sebagai tempat bapi orang-orang vang dibutasi kemerdekasn atau
kebebasannya, schingga dengan menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakalan
membawa dampak-dampak tertentu bagi mercka. Penelitian ini beriujuan untuk
mengungkapkan  bagaimana  tekhnis  pembinaan  narapidana  di Lembaga
Pemasyarakalan kelas 11 A Padang, peranan Lembaga Pemasvarakatan Kelas 1] A
Padang, serta hambatan-hambatan vang dibadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan
tersebut, Mengenai tekbnis pembinaan narapidana, dapat dilibat dari pemhinan-
pembinzan yang dilakukan cleh pihak Lembaga Pemasyarakatzn yaitu pembinasn
kepribadian dan  pembinasn  kemandirian, 14 samping  ity, Peranan  Lembaga
Pemasyarskatan sebagai sarana pembingan narapidana belum sepenuhnya rencapai
hasil yang optimal karena pemulihan atau mengembalikan narapidana ke dulam
masyarzkal lagi memerlukan suate penporganisasian yang memadal sehingga dari
proses perlakuan terpidena memerlukan beberapa komponen pembinaan. antara lain:
sarana-sarend pesnbingan dan kemampean darl petugas Lembaga Pemasvarakaten,
Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana pendapat  nerapidana  tentang
pembinaan yang mereka dapatkan seperti pembinaen di bidang bimbingan rohani,
dibidang keterampilan, dan sebagainva, Berdasarkan hasil penelitian,  pembinaan
yang diberikan memberikan dampak positif bagi mercka vaitu timbulnya kesaduran di
hati mereka, tidak adanya keinginan untuk mengulangi kejahatan dan adanya ekad
untuk hidup yang lebih baik, Dengan sendirinya hal ini sudah merupakan salah satu
langkah menanggulangi kejahatan. Menpenai hambatan dalam wssha pembinaan
narapidana i Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Pulang ditemui adanya beberapa
masalah  seperti masaloh kurangnya pembina narapidana, masalah over copacity
(kelebiban daya tampung) serta masalah keuangan yang terbatas, Oleh sebab itu
dalam melakukan pembinaan agar lehih berdaya puna maka sebaiknya Lembaga
Pemasyarzkatan  dapal meminimalisir hambatar-hambatan yang ditemui  dengan
mencoba memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan terus
meningkatken kinerja para pegawai Lembaga Pemasvarakatan.



BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kejshatan  meropekan gejals masyvarskal  yang  sangal  mengganggu
ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakal vang scharusnya lenyap duri
muka bumi ini. Namuon dalam kenvalaannyva kejahatan tersebut tetap ada sehagal
pelenckap adanyn kebaikan dan kehurukan, Manusia scbagai makhluk yang paling
dinamis di antara ciptass Tuhan yang Maha Esa tidak fuput deri kesalahan misalnya
melakukan kejahatan, karena dalam pemenvhan kebutuhannys manusia senantiasa
mengalami berbagai rintangan dan hambatan, sehingga pemenuhan kebutuhan ity
hisa saja dilakukan dengan cara yang dak sesuai dengan undang-undang ataupun
norma-norma vang berlakn dalam kehidupan bermasyarnkat, Hal ini dapat kit lihat
adanva lindak pidana vang dilakukan oleh seseorang vang mengakibatkan adanya
kerugian pada si korban ataupun dalam lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia, techadep pelaku tindak pidana tersebut diproses menurut hukem
vang berlaku dan bagi para pelaku yang berdasarkan keputusan hakim yang telab
memperalch kekustan hukum tetsp dinvatakan dibukum berupa pidana hilang
kemerdekaan, pada umumnya  dimasukkan atan dibina pada schuah lembaza
pembinazn  narapidana dan lembapa  lersebut kita kenal dengan Lembaga
Pemnasvarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasvarakatan ini adalah

Undang-undang ™o 12 Tahun 1995 tenteng  Pemasyarakatan.  Lembaga



Pemasyarakatan adalah sehapai tempat pembinaan dengan tjuan agar narapidana
dapat kembali menjadi warga masyarakal yang  baik. vang menvadart segala
kesalshannya seria dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan menjadi
manusia yvany haik.

Sistern pemasyarakatan yang berlaky sckarang, berangkat dari konsepsi
pemasvarakatan. Konsepsi - pemasyarakatan - ni melahickan  disiplin 1lmu
pemasyarakatan, sebagai ilmu pembinaan narapidana di Indonesia dan mencari tolak
wkur dari keberhasilan atan kesagalan dari susiu sistem pemasyarskatan sangatlah
sulit, sementara ahli kriminologi. sosiolag dan pemasvarakatan mengatakan babwa
jika residivis menunan make pemasyarakaten berhasil, hal ini belum hiss menjadi
tolak wkur yang pasti. Banvak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan menurinny
residivis. Misalnya sdanva angka vang luput dari data statistik, akibay dari pengakuan
terpidana sendiri atau si residivis melakukan tndak pidana di lain tempat, vang tidak
terprntau oleh aparnt penegak hukum atau pemasyarakatan.

Regitu juga dengan menurunnya angka angka kejahatan dan tindak pidana,
hukan karena semata-mata kebethasilan pemasyarakatan. Masih banyak hal-hal lain
vang menyebabkan hal demikian. oleh sehab iulab tolak ukur dari keberhasilan atau
kegagalan dari sistemn pemasyarakatan masih sulit untuk dilskukan. Tetapi bukan
berarti bahwa pempsyvarakatan tidak banyak berbuat. Pemasyarakatan harmis Letap

diakui sebagai suatu dobrakan dalam memperiakukan para pelanggar hukum, suatu
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kemajuan dalam usaha dan kemavan untuk mengembalikan  narapidanu ke dalam
masvarakat melalui Wimbingan dan pembinaan,

Pada konferensi Dinas kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tahun 1964
Dr. Sehardjo $.H. merumuskan sepulub prinsip pembinaan dan himbingan bag
narapidana, Kesepulul: prinsip itu adalahy’:
1 {jm:ng vang tersesat hares diavemi dengan memberikan kepadanya bekal hidup

sebagai warea nepare yang baik dan berguna bagi masyarakat.

I=2

Penjatuhan pidana bukanlah tindakan pembalasan dendam dari negara,

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

4, Wegara tidak berhak membuat sescorang narapidana lebil buruk atau lebil jabat
daripada sebelum ja masuk lembaga.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada
masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masvarakat.

f. Pekerjman vang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersitat mengisi wakiu
atau hanva diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan
vang diberikan hares ditujukan untuk pembangunan negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

% Tiap orang adalah manusia dan harus dipeclakukan sebagai manusia meskipun ia

telzh fersesat, Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana behwa ia itu penjabat.

9. Marapidana it hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

VO Harsono Hs., Sicrens Borp Pembinoan Narapidana, Jakaria, Djembason, 1993, bal 4
a2 Loy
Fhicd, hal 2
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ZAB IV
PENUTTUP

A, Kesimpulan

Dertitik wlak dari penjelasan bab-babh schelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tekhnis pembinazn narapidana terdie dari pembinaan kepribadian dan pembinaan

=2

kemandirian. Pembinsan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama,
pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan bermegara,  pembinaan  kemampuan
intelektual  (kecerdasan),  pembinaan  kesadaran  hokum,  pembinaan
mengintegrasikan diri  dengan masyarakal, Pembinsan kemandirian meliputi
program-program  keterampilan yang telah disediakan oleh pibak Lembaga
Pemusvarakatan i antaranva keterampilan dalam menjahit, menyulam  bagi
narapidana wanita dan keterampilan pertukengan bagi narapidana pria. Disamping
kegiatan pembinaan vang terschut diatas juga terdapat pembinasn secara fisik
kepada narapidana, seperti diadakannya keglatan-Kegiatan yang melatih kekuatan
fisik narapidana melalui kegiatan-kegiatan olshraga yang dilakukan di lingkungan
Lembagza Pemasyarakatan,

Peranan Lembaga Pemasyarakalan Kelas 11 A Padang sebagai sarana pembinaan
narapiduna belum sepenuhnya mencapai hesil vang optimal, karena pemulihan
atan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat lugi memerlukan suato

pengorganisasian yang  memadai sehingga dari proses perlakuan terpidana

T3



memeriukan beberapa komponen pembinaan antara  laing sarana-sarana

pembinaan dan kemampuan dare personil petugas sebupa pembina

las

. Kendala-kendala vang ditemui oleh Lembaga Pemasvarakatan dalam peranannya

sebagai sarana pembinaan nasapidana yaiu:

il

Masth terbatasnya jumlah pepawal Lembaga Pemasvarakatan dibandingkan
dengan jumlah narapidana, dimana jumlah narapidana dari doa vang penulis
perileh pada tanggal 24 Juni 2006 adalah sebanyak 634 Orang sedangkan

Jumlah pegawar hanva 128 orang.

Muasalsh  kelebihan dayva tampung  (over cepacity), yang menycbabkan
semekin  padatnya  narapidana vang  haros di bina pada Lembaga

Pemusyvarakatzn im.

Fakior keuangan juga menjadi hambatan. karena  koarangnya dana ala

terbatasnva anggaran yang tersedia untuk program pembinaan narapidana.

B. Saran

Fordusarkan data-data vang penulis peroleh, terdapat beberapa saran vang

dapat disampaikan, yailw:

|. Pihak Lembaga Pemasvarakatan sebaiknya lchih mengoptimalkan kerjasama

dengan pihak-pihak tlerkait dalam rangka efektifitas pembinaan terhadap

narapidana, dan aper narapidana memperoleh pembinaan untuk mengantisipisi

tantangan hidup di mass vang akan datang,

i
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